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Abstrak: Penelitian ini menyelidiki dinamika politik identitas sebagai faktor penting dalam membentuk lanskap sosial,
ekonomi, dan politik di banyak negara. Tujuannya adalah untuk memetakan lanskap akademis terkait dinamika politik
identitas, mengidentifikasi pola, tren, dan perdebatan yang sedang berlangsung, serta mengeksplorasi implikasinya
terhadap keberlanjutan demokrasi. Melalui pendekatan tinjauan literatur sistematis dan komprehensif, penelitian ini
menganalisis sumber-sumber akademis terkemuka seperti jurnal ilmiah, buku akademis, dan laporan penelitian.Hasil
penelitian menunjukkan bahwa politik identitas dapat memberdayakan kelompok termarginalkan dan meningkatkan
partisipasi politik, tetapi juga berpotensi memicu polarisasi, konflik sosial, dan mengancam stabilitas demokrasi. Penting
untuk mengembangkan pendekatan yang seimbang, inklusif, dan kontekstual dalam menangani isu politik identitas.
Strategi yang diperlukan termasuk promosi dialog antarkelompok, penguatan institusi demokrasi, peningkatan literasi
media, dan kolaborasi regional serta global dalam mengelola isu-isu ini. Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk

memperkuat partisipasi publik dalam proses politik, meningkatkan
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Abstrak: This research investigates the dynamics of identity politics as a cru-
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ )

cial factor in shaping the social, economic, and po-litical landscapes in many
countries. Its aim is to map the academic landscape related to identity politics
dynamics, identify patterns, trends, and ongoing debates, and explore their implications for democratic sustainability.
Through a systematic and comprehensive literature review approach, this study analyzes leading academic sources such
as scholarly journals, academic books, and research reports. The findings indicate that identity politics can empower
marginalized groups and enhance political participation, but it also has the potential to trigger polarization, social con-
flicts, and threaten democracy's stability. It is crucial to develop a balanced, inclusive, and contextual approach in ad-
dressing identity politics issues. Required strategies include promoting intergroup dialogue, strengthening demo-cratic
institutions, improving media literacy, and fostering regional and global collaboration in managing these is-sues. In fac-
ing these challenges, it is important to strengthen public participation in the political process, enhance understanding of
identity diversity, and address social inequalities that may arise from identity politics. This research also highlights the
importance of continuous monitoring of identity politics dynamics and the adoption of policies responsive to changes in
social and political conditions. In conclusion, identity politics plays a complex role in the context of democracy, with the
potential to empower or disrupt social and political stability. A holistic and sustainable approach is needed to manage
these issues to ensure the sustainability of a healthy and inclusive democracy in the future.
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Pendahuluan

Dalam lanskap politik kontemporer, isu-isu terkait identitas telah menjadi salah satu
faktor utama yang membentuk dinamika sosial, ekonomi, dan politik di banyak negara.
Politik identitas, yang mencakup identifikasi dan afiliasi individu atau kelompok
berdasarkan ras, etnis, agama, gender, atau karakteristik sosial lainnya, telah memainkan
peran signifikan dalam membentuk preferensi politik, perilaku pemilih, dan kebijakan
pemerintah (Hochschild & Mollenkopf, 2020).

Memahami dinamika politik identitas menjadi sangat penting dalam konteks
keberlanjutan demokrasi. Identitas menjadi landasan bagi pembentukan persepsi politik
seseorang, memengaruhi cara mereka memandang isu-isu sosial, ekonomi, dan politik.
Misalnya, pandangan politik seseorang terhadap isu imigrasi seringkali terkait erat
dengan identitas etnis atau nasional mereka. Dengan demikian, pemahaman mendalam
tentang bagaimana politik identitas berperan dalam proses politik dapat membantu dalam
membangun inklusi sosial dan mendukung prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Politik
identitas juga dapat memengaruhi stabilitas politik suatu negara. Ketika isu-isu identitas
dipolitisasi secara berlebihan, konflik internal dapat meningkat, mengancam
keberlanjutan demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi pemangku kepentingan politik
dan masyarakat umum untuk mengelola isu-isu identitas dengan bijaksana,
mempromosikan dialog antarkelompok, dan membangun kesadaran akan kepentingan
bersama di tengah perbedaan identitas yang ada.

Fenomena politik identitas memang bukan sesuatu yang baru dalam dinamika politik
global. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kita telah menyaksikan transformasi dan
intensifikasi yang signifikan dalam hal ini. Faktor-faktor seperti globalisasi, migrasi
massal, dan perubahan sosial-ekonomi telah memperumit dinamika politik identitas. Di
tengah integrasi global yang semakin erat, muncul tantangan besar terkait kohesi sosial
dan representasi politik yang adil bagi semua kelompok dalam masyarakat. Pandangan
(Fukuyama, 2021) tentang hal ini menyoroti kompleksitas yang terlibat dalam menangani
politik identitas saat ini.

Pentingnya memahami dampak politik identitas juga sangat relevan dalam konteks
demokrasi. Tidak hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi juga sangat berpengaruh di
negara-negara berkembang. Perubahan demografis, ketegangan antar-kelompok, dan
pertentangan nilai-nilai mendasar semakin memperumit perjalanan menuju demokrasi
yang inklusif. Oleh karena itu, penanganan politik identitas dengan bijaksana menjadi
kunci dalam menjaga stabilitas politik, mengedepankan keadilan sosial, dan membangun
fondasi yang kuat untuk perwakilan politik yang merangkul keberagaman masyarakat.

Di satu sisi, politik identitas memperlihatkan wujud yang penting bagi hak-hak
kelompok minoritas yang perlu diakui, diwakili, dan dilindungi dari segala bentuk
diskriminasi (Fraser, 2020). Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya pengakuan
terhadap identitas kelompok yang mungkin selama ini terpinggirkan, sehingga
mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebih memperhatikan keberagaman dan
mengatasi ketimpangan sosial. Misalnya, gerakan feminisme telah memberikan dorongan
besar bagi kesetaraan gender dan peningkatan kesadaran terhadap isu-isu yang
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memengaruhi perempuan. Begitu pula dengan gerakan hak-hak sipil yang
memperjuangkan hak asasi manusia tanpa memandang latar belakang ras, agama, atau
orientasi seksual. Sementara gerakan indigenous menyoroti pentingnya melindungi
budaya, tradisi, dan hak-hak masyarakat adat yang seringkali terancam oleh modernisasi
dan globalisasi.

Kebangkitan gerakan identitas juga membawa tantangan dalam wacana publik dan
politik kontemporer. Hal ini terutama terlihat dalam dinamika kompleks antara
kepentingan individu dan kepentingan kelompok yang seringkali saling bertentangan
atau tumpang tindih. Misalnya, dalam kasus pemilihan umum, muncul pertanyaan
tentang sejauh mana politik identitas dapat mengaburkan isu-isu substansial yang
berkaitan dengan kepentingan bersama. Selain itu, mungkin ada risiko bahwa politik
identitas dapat dipolitisasi secara negatif, digunakan untuk tujuan manipulasi politik,
atau bahkan menjadi alat bagi segelintir kelompok untuk menguasai narasi dan kebijakan
publik. Oleh karena itu, sementara penting untuk memberikan ruang bagi ekspresi politik
identitas, perlu juga pendekatan yang hati-hati dan seimbang agar tidak mengorbankan
keseluruhan kepentingan masyarakat.

Politik identitas juga dapat memicu perpecahan sosial, polarisasi, dan konflik antar
kelompok (Fukuyama, 2021). Ketika identitas menjadi alat untuk memobilisasi dukungan
politik dan memperoleh kekuasaan, hal ini dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi
seperti kesetaraan hak, pembuatan kebijakan yang inklusif, dan legitimasi politik yang
luas. Perpecahan sosial yang timbul dari politik identitas dapat mengarah pada
pengurangan solidaritas sosial, menghambat upaya kolaborasi antar kelompok, dan
menciptakan lingkungan politik yang rentan terhadap eksploitasi oleh pihak-pihak yang
ingin memperoleh keuntungan dari ketegangan dan ketidakpastian. Selain itu, polarisasi
yang muncul dari retorika identitas dapat menghambat proses deliberatif dalam
pengambilan keputusan publik, mempersempit ruang untuk dialog yang inklusif, dan
memperkuat sikap yang keras kepala serta tidak mau berkompromi.

Dalam konteks ini, konflik antar kelompok yang dipicu oleh politik identitas dapat
mengancam stabilitas sosial dan politik suatu negara. Ketika kelompok-kelompok
mengidentifikasi diri mereka secara eksklusif berdasarkan karakteristik identitas tertentu
seperti suku, agama, atau orientasi politik, mereka cenderung mengabaikan
persamaan-persamaan yang mungkin ada di antara mereka. Hal ini dapat memperkuat
stereotip, prasangka, dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok lain, mengakibatkan
kerentanan terhadap ketegangan dan konflik yang berpotensi merusak tatanan sosial yang
sudah ada. Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang
dari politik identitas dan mempromosikan pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif
dalam proses politik untuk mencegah eskalasi konflik yang merugikan bagi masyarakat
secara keseluruhan.

Dalam upaya menjawab permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini akan
meninjau literatur terkini yang membahas dinamika politik identitas dan implikasinya
terhadap keberlanjutan demokrasi. Dengan menganalisis kontribusi dari berbagai disiplin
ilmu seperti ilmu politik, sosiologi, antropologi, dan studi budaya, penelitian ini bertujuan
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untuk memetakan lanskap akademis terkait isu ini dan mengidentifikasi pola, tren, serta
perdebatan yang sedang berlangsung.

Salah satu aspek penting yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana
politik  identitas dapat mempengaruhi partisipasi politik dan representasi
kelompok-kelompok yang sebelumnya termarginalkan. Sebagaimana disoroti oleh
(Crenshaw, 2020), interseksionalitas identitas seperti ras, gender, dan kelas sosial dapat
menciptakan pengalaman diskriminasi yang unik dan kompleks. Dengan demikian,
pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana politik identitas dapat memberdayakan
kelompok-kelompok ini dalam proses demokrasi menjadi sangat penting.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana politik identitas dapat
memicu polarisasi politik dan konflik sosial. Sebagaimana dibahas oleh (Mutz, 2022),
polarisasi identitas dapat menyebabkan individu dan kelompok untuk semakin
terpolarisasi dalam sikap dan perilaku politik mereka, sehingga menciptakan tantangan
besar bagi konsensus dan kompromi yang diperlukan dalam demokrasi. Literatur ini juga
akan memeriksa bagaimana politik identitas dapat membentuk pembangunan kebijakan
dan pengambilan keputusan pemerintah. Studi-studi seperti yang dilakukan oleh
(Inglehart & Norris, 2021) menunjukkan bahwa kebangkitan politik identitas dapat
mempengaruhi agenda kebijakan dan prioritas pemerintah, baik secara positif maupun
negatif, tergantung pada konteks spesifik masing-masing negara.

Lebih jauh lagi, penelitian ini akan mengeksplorasi peran media dan teknologi digital
dalam membentuk dan memperkuat politik identitas. Sebagaimana dibahas oleh (Sunstein,
2023), platform media sosial dan algoritme yang digunakan dapat menciptakan
ruang-ruang gelembung informasi (information bubbles) dan ruang-ruang gema (echo
chambers) yang memperkuat identitas tertentu dan memperparah polarisasi. Selain itu,
tinjauan literatur ini juga akan mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor seperti
konteks sejarah, budaya, dan institusional dapat mempengaruhi dinamika politik identitas
dan implikasinya terhadap demokrasi. Studi-studi seperti yang dilakukan oleh (Kymlicka,
2020) dan (Lijphart, 2021) menyoroti pentingnya memahami konteks lokal dalam
menganalisis isu-isu terkait identitas dan demokrasi.

Dalam proses tinjauan literatur, penelitian ini akan menggunakan pendekatan
sistematis dan komprehensif untuk mengidentifikasi dan menganalisis sumber-sumber
akademis yang relevan. Sumber-sumber ini akan mencakup jurnal ilmiah terkemuka,
buku-buku akademis, dan laporan penelitian dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang
politik, sosial, dan budaya. Dengan melakukan tinjauan literatur yang mendalam,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami
dinamika politik identitas dan implikasinya terhadap keberlanjutan demokrasi.
Temuan-temuan dari penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan
dan strategi yang lebih efektif dalam mengelola isu-isu terkait identitas dan
mempromosikan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan,
penelitian ini bertujuan untuk memetakan lanskap akademis terkait dinamika politik
identitas dan implikasinya terhadap keberlanjutan demokrasi, serta mengidentifikasi
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kesenjangan dan peluang penelitian di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini
dapat memberikan sumbangsih yang berharga bagi diskusi akademis.

Metode

Untuk menyelidiki dinamika politik identitas dan implikasinya terhadap keberlanju-
tan demokrasi, penelitian ini menggunakan pendekatan literatur review. Metode ini
melibatkan analisis mendalam terhadap studi-studi terdahulu yang relevan dengan topik
tersebut (Snyder, 2019). Tinjauan literatur memungkinkan peneliti untuk memetakan
lanskap pengetahuan terkini, mengidentifikasi tren dan pola, serta mengeksplorasi
berbagai perspektif teoritis dan empiris yang telah berkembang di bidang ini (Templier &
Par¢, 2018).

Proses pencarian literatur akan dilakukan secara sistematis melalui database jurnal
online terkemuka, seperti Web of Science, Scopus, dan JSTOR. Kata kunci yang digunakan

M4 £ 2 £’

meliputi “politik identitas”, “demokrasi”, “erosi demokrasi”, “identitas etnis”, “identitas
agama”, “identitas gender”, dan kombinasi kata kunci terkait lainnya. Studi ini melakukan
tinjauan literatur sistematis terhadap berbagai sumber data yang relevan dalam konteks
politik identitas. Data yang direview meliputi studi oleh (Verloo & Lombardo, 2023) yang
membahas peran gerakan identitas dalam memberdayakan kelompok yang
termarginalkan, konsep interseksionalitas identitas yang dibahas oleh (Crenshaw, 2020),
penelitian oleh (Mutz, 2022) tentang polarisasi politik yang disebabkan oleh politik
identitas, dampak politik identitas terhadap agenda kebijakan pemerintah yang diteliti
oleh (Inglehart & Norris, 2021), serta peran media sosial dan algoritme dalam memperkuat
polarisasi identitas yang dianalisis oleh (Sunstein, 2023).

Selain itu, studi-studi oleh (Kymlicka, 2020) dan (Lijphart, 2021) yang menekankan
pentingnya memahami konteks lokal dalam isu-isu terkait identitas dan demokrasi juga
dimasukkan dalam review ini.Selain itu, pencarian juga akan dilakukan melalui daftar
referensi dari artikel-artikel yang relevan untuk mengidentifikasi sumber-sumber
tambahan yang berpotensi penting.

Dalam meninjau literatur, kriteria inklusi akan diterapkan untuk memastikan
relevansi dan kualitas studi yang dimasukkan. Studi-studi yang diterbitkan dalam jurnal
bereputasi, menerapkan metode penelitian yang valid, dan memberikan kontribusi
substantif terhadap pemahaman tentang dinamika politik identitas dan implikasi
demokrasi akan diprioritaskan (Hoogendoorn et al, 2020). Setelah mengumpulkan
literatur yang relevan, peneliti akan melakukan analisis kritis dan sintesis terhadap
temuan-temuan utama, perspektif teoritis, dan implikasi praktis yang dibahas dalam
studi-studi tersebut.

Tinjauan literatur ini akan memberikan wawasan komprehensif tentang dinamika
politik identitas dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi keberlanjutan
demokrasi, baik secara positif maupun negatif. Hasil analisis ini akan menjadi landasan
untuk diskusi mendalam dan rekomendasi bagi pemangku kepentingan terkait dalam
upaya menjaga dan memperkuat sistem demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.
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Hasil dan Pembahasan

Dinamika Politik Identitas Dalam Konteks Keberlanjutan Demokrasi

Politik identitas telah memainkan peran signifikan dalam memberdayakan
kelompok-kelompok yang sebelumnya termarginalkan dan meningkatkan partisipasi
serta representasi mereka dalam proses demokrasi. Sebagaimana disoroti oleh (Verloo &
Lombardo, 2023), gerakan identitas seperti feminisme, hak-hak sipil, dan perjuangan
kelompok indigenous telah berkontribusi dalam mempromosikan kesetaraan, keadilan
sosial, dan perlindungan hak-hak kelompok rentan. Melalui advokasi dan mobilisasi
politik, kelompok-kelompok ini telah berhasil memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang
lebih inklusif dan representatif.

Dalam konteks ini, konsep interseksionalitas identitas menjadi sangat relevan.
Sebagaimana dibahas oleh (Crenshaw, 2020), individu dan kelompok dapat mengalami
diskriminasi dan marginalisasi yang unik akibat dari interseksi berbagai aspek identitas
seperti ras, gender, kelas sosial, dan orientasi seksual. Politik identitas memberikan ruang
bagi pengakuan atas pengalaman-pengalaman ini dan mendorong upaya untuk mengatasi
ketimpangan struktural yang dihadapi oleh kelompok-kelompok termarginalkan secara
interseksional. Namun, tantangan utama dalam mengintegrasikan politik identitas ke
dalam proses demokrasi adalah menciptakan keseimbangan antara pengakuan atas
perbedaan identitas dan upaya untuk membangun solidaritas serta kohesi sosial yang
lebih luas (Kymlicka, 2020). Pendekatan yang hanya berfokus pada satu aspek identitas
tertentu dapat mengakibatkan fragmentasi dan perpecahan dalam masyarakat, sedangkan
pendekatan yang terlalu menekankan asimilasi dapat mengabaikan kebutuhan khusus
kelompok-kelompok minoritas.

Politik identitas juga memiliki potensi untuk memicu polarisasi politik dan
mengancam stabilitas demokrasi. Studi oleh (Mutz, 2022) menunjukkan bahwa ketika
identitas menjadi alat utama untuk memobilisasi dukungan politik, individu dan
kelompok cenderung semakin terpolarisasi dalam sikap dan perilaku politik mereka. Hal
ini dapat menciptakan tantangan besar dalam mencapai konsensus dan kompromi yang
diperlukan dalam proses demokrasi. Polarisasi identitas juga dapat memperparah konflik
sosial dan meningkatkan ketegangan antara kelompok-kelompok yang berbeda.
Sebagaimana dibahas oleh (Oztiirk & Gozaydin, 2022) dalam konteks Turki, eksploitasi
politik identitas keagamaan telah berkontribusi terhadap kemunduran demokrasi dan
peningkatan otoritarianisme. Fenomena serupa juga dapat ditemukan di banyak negara
lain di mana politik identitas digunakan untuk memobilisasi dukungan dengan
mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi.

Polarisasi identitas dapat membentuk pembangunan kebijakan dan pengambilan
keputusan pemerintah. Studi oleh (Inglehart & Norris, 2021) menunjukkan bahwa
kebangkitan politik identitas yang bersifat eksklusif dan intoleran terhadap keberagaman
dapat mempengaruhi agenda kebijakan dan prioritas pemerintah secara negatif, mengikis
nilai-nilai demokrasi seperti kesetaraan hak dan perlindungan terhadap kelompok
minoritas. Namun, tidak semua dampak polarisasi identitas terhadap demokrasi bersifat
negatif. Dalam beberapa kasus, kebangkitan politik identitas dapat mendorong partisipasi
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politik yang lebih luas dan mempromosikan representasi yang lebih adil bagi
kelompok-kelompok yang sebelumnya termarginalkan (Lupu & Siavelis, 2021). Oleh
karena itu, penting untuk memahami konteks spesifik masing-masing negara dan
menemukan keseimbangan yang tepat dalam mengelola isu-isu identitas dalam proses
demokrasi.

Dalam era digital saat ini, peran media dan teknologi tidak dapat diabaikan dalam
memahami dinamika politik identitas dan implikasinya terhadap demokrasi.
Sebagaimana dibahas oleh (Sunstein, 2023), platform media sosial dan algoritme yang
digunakan dapat menciptakan ruang-ruang gelembung informasi (information bubbles) dan
ruang-ruang gema (echo chambers) yang memperkuat identitas tertentu dan memperparah
polarisasi. Hal ini dapat mengakibatkan fragmentasi dalam lanskap informasi dan
membatasi eksposur terhadap perspektif yang beragam. Media sosial dan teknologi
digital juga dapat menjadi sarana bagi kelompok-kelompok identitas untuk
mengekspresikan suara mereka, membangun solidaritas, dan mengadvokasi hak-hak
mereka (Verloo & Lombardo, 2023). Misalnya, gerakan feminis telah memanfaatkan
platform digital untuk menyebarkan kesadaran dan mobilisasi, sementara
kelompok-kelompok indigenous menggunakan media sosial untuk mempromosikan
budaya dan tradisi mereka.

Dalam memahami dinamika politik identitas dan implikasinya terhadap demokrasi,
penting untuk mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan institusional di
masing-masing negara. Dinamika politik identitas dalam konteks keberlanjutan demokrasi
mencerminkan peran penting dan kompleks dari gerakan-gerakan identitas dalam
memberdayakan kelompok-kelompok terpinggirkan. Gerakan-gerakan seperti feminisme,
hak-hak sipil, dan perjuangan kelompok indigenous telah berhasil mempromosikan
kesetaraan, keadilan sosial, dan perlindungan hak-hak kelompok rentan melalui advokasi
dan mobilisasi politik. Konsep interseksionalitas identitas juga menyoroti pentingnya
mengakui pengalaman-pengalaman unik yang dihadapi oleh individu dan kelompok
akibat dari interseksi berbagai aspek identitas.

Adapun, tantangan muncul dalam mengintegrasikan politik identitas ke dalam
proses demokrasi. Ketidakseimbangan antara pengakuan atas perbedaan identitas dan
upaya membangun solidaritas sosial yang lebih luas dapat mengakibatkan fragmentasi
dan polarisasi. Polarisasi identitas dapat mengancam stabilitas demokrasi, terutama ketika
identitas menjadi alat utama untuk memobilisasi dukungan politik. Fenomena ini
diperparah oleh peran media sosial dan teknologi digital yang dapat menciptakan
ruang-ruang gelembung informasi yang memperkuat identitas tertentu dan membatasi
eksposur terhadap perspektif yang beragam. Oleh karena itu, dalam mengelola dinamika
politik identitas, penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara pengakuan
atas perbedaan identitas dan upaya membangun solidaritas sosial yang lebih luas, sambil
mengatasi tantangan polarisasi yang dapat mengancam stabilitas demokrasi. Peran media
sosial dan teknologi juga perlu dipahami dengan baik agar dapat dimanfaatkan sebagai
sarana positif untuk mempromosikan kesetaraan, keadilan, dan partisipasi politik yang
inklusif bagi semua kelompok dalam masyarakat.
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Tantangan Dan Peluang Dalam Penanganan Politik Identitas

Penanganan politik identitas dalam konteks keberlanjutan demokrasi menghadapi
sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah menciptakan
keseimbangan antara pengakuan atas perbedaan identitas dan upaya untuk membangun
solidaritas serta kohesi sosial yang lebih luas (Kymlicka, 2020). Pendekatan yang terlalu
menekankan pada aspek identitas tertentu dapat mengakibatkan fragmentasi dan
perpecahan dalam masyarakat, sementara pendekatan yang terlalu menekankan asimilasi
dapat mengabaikan kebutuhan khusus kelompok-kelompok minoritas.

Tantangan lain yang dihadapi adalah polarisasi politik yang semakin meningkat
akibat politik identitas. Sebagaimana dibahas oleh (Mutz, 2022), ketika identitas menjadi
alat utama untuk memobilisasi dukungan politik, individu dan kelompok cenderung
semakin terpolarisasi dalam sikap dan perilaku politik mereka. Hal ini dapat menciptakan
tantangan besar dalam mencapai konsensus dan kompromi yang diperlukan dalam proses
demokrasi. Selain itu, pengelolaan politik identitas juga dihadapkan pada tantangan
terkait eksploitasi politik identitas untuk kepentingan sempit dan mobilisasi dukungan
secara negatif. Sebagaimana dibahas oleh (Oztiirk & Gozaydin, 2022) dalam konteks Turki,
eksploitasi politik identitas keagamaan telah berkontribusi terhadap kemunduran
demokrasi dan peningkatan otoritarianisme. Fenomena serupa juga dapat ditemukan di
banyak negara lain di mana politik identitas digunakan untuk memobilisasi dukungan
dengan mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi.

Di tengah tantangan-tantangan tersebut, penanganan politik identitas juga
menawarkan peluang untuk memperkuat partisipasi politik dan representasi yang lebih
adil bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya termarginalkan. Sebagaimana disoroti
oleh (Verloo & Lombardo, 2023), gerakan identitas seperti feminisme, hak-hak sipil, dan
perjuangan kelompok indigenous telah berkontribusi dalam mempromosikan kesetaraan,
keadilan sosial, dan perlindungan hak-hak kelompok rentan.

Peluang lain yang ditawarkan oleh politik identitas adalah mendorong pengakuan
dan penghargaan terhadap keberagaman dalam masyarakat yang majemuk. Sebagaimana
dibahas oleh (Kymlicka, 2020), pengakuan atas identitas kelompok yang berbeda-beda
dapat mempromosikan inklusivitas dan membangun rasa kepemilikan terhadap proses
demokrasi. Hal ini dapat memperkuat legitimasi dan daya tahan sistem demokrasi dalam
menghadapi tantangan dari dalam maupun luar.

Peluang lain yang perlu dimanfaatkan adalah peran media dan teknologi digital
dalam memfasilitasi ekspresi dan advokasi politik identitas. Sebagaimana dibahas oleh
(Verloo & Lombardo, 2023), platform digital dapat menjadi sarana bagi
kelompok-kelompok identitas untuk menyuarakan aspirasi mereka, membangun
solidaritas, dan mengadvokasi hak-hak mereka. Namun, di sisi lain, media sosial dan
algoritme juga dapat memperkuat polarisasi identitas dan menciptakan ruang-ruang
gelembung informasi yang membatasi eksposur terhadap perspektif yang beragam
(Sunstein, 2023).

Untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam penanganan politik
identitas, diperlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif. Salah satu strategi yang
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penting adalah mempromosikan dialog antarkelompok dan membangun pemahaman
serta penghargaan terhadap keberagaman. Hal ini dapat dilakukan melalui
program-program pendidikan multikultural, inisiatif-inisiatif komunitas lintas identitas,
dan kampanye kesadaran tentang pentingnya toleransi dan inklusivitas (Kymlicka, 2020).
Strategi lain yang perlu diterapkan adalah memperkuat institusi demokrasi dan
mekanisme perwakilan yang inklusif. Hal ini dapat dilakukan melalui reformasi sistem
pemilihan, kuota representasi bagi kelompok-kelompok minoritas, dan peningkatan
akuntabilitas serta transparansi dalam proses pengambilan keputusan (Lijphart, 2021).

Dengan demikian, legitimasi dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi
dapat ditingkatkan, sekaligus meminimalkan eksploitasi politik identitas untuk
kepentingan sempit. Rekomendasi lain yang perlu dipertimbangkan adalah peningkatan
literasi media dan kesadaran terhadap dampak negatif dari polarisasi identitas yang
diperkuat oleh media sosial dan algoritme. Pendidikan literasi media yang efektif dapat
membantu masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengatasi bias informasi,
membangun pemikiran kritis, dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik terhadap
keberagaman perspektif (Sunstein, 2023).

Terakhir, penanganan politik identitas dalam konteks keberlanjutan demokrasi
memerlukan pendekatan yang kontekstual dan mempertimbangkan faktor-faktor sosial,
budaya, dan institusional di masing-masing negara. Sebagaimana disoroti oleh (Lijphart,
2021), desain kelembagaan yang sesuai dengan konteks lokal dapat membantu mengelola
konflik identitas dan mempromosikan konsensus serta akomodasi yang lebih baik.
Dengan demikian, penanganan politik identitas tidak hanya melibatkan upaya-upaya di
tingkat nasional, tetapi juga memerlukan kolaborasi dan kerja sama regional serta global
untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik.

Dalam melihat tantangan dan peluang dalam penanganan politik identitas terkait
dengan keberlanjutan demokrasi, terlihat bahwa kesulitan utama terletak pada
menciptakan keseimbangan antara pengakuan terhadap perbedaan identitas dan upaya
untuk membangun solidaritas sosial yang lebih luas. Terlalu menekankan pada aspek
identitas tertentu dapat menyebabkan fragmentasi dan perpecahan, sementara terlalu
menekankan asimilasi dapat mengabaikan kebutuhan kelompok minoritas. Polaritas
politik juga semakin meningkat akibat politik identitas, yang dapat menghambat
pencapaian konsensus dan kompromi dalam proses demokrasi.

Di tengah tantangan tersebut, terdapat peluang signifikan untuk memperkuat
partisipasi  politik  kelompok-kelompok yang terpinggirkan sebelumnya dan
mempromosikan pengakuan terhadap keberagaman masyarakat. Gerakan identitas
seperti feminisme, hak-hak sipil, dan kelompok indigenous telah membantu
memperjuangkan kesetaraan, keadilan sosial, dan perlindungan hak-hak kelompok rentan,
yang secara keseluruhan memperkuat legitimasi demokrasi.Untuk mengatasi tantangan
tersebut, strategi yang komprehensif diperlukan, seperti mempromosikan dialog
antarkelompok, memperkuat institusi demokrasi yang inklusif, meningkatkan literasi
media, dan mengadopsi pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan faktor-faktor
sosial, budaya, dan institusional di tingkat nasional maupun global. Dengan demikian,
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penanganan politik identitas dapat mendukung keberlanjutan demokrasi dengan
membangun keseimbangan yang tepat antara pengakuan identitas dan solidaritas sosial
yang lebih luas.

Simpulan

Tinjauan literatur ini telah memberikan wawasan mendalam tentang dinamika
politik identitas dan implikasinya terhadap keberlanjutan demokrasi. Politik identitas
telah memainkan peran penting dalam memberdayakan kelompok-kelompok yang
sebelumnya termarginalkan dan meningkatkan partisipasi serta representasi mereka
dalam proses demokrasi. Namun, politik identitas juga memiliki potensi untuk memicu
polarisasi politik, mengancam stabilitas demokrasi, dan memperparah konflik sosial jika
tidak ditangani dengan bijaksana. Penanganan politik identitas menghadapi tantangan
yang signifikan, seperti menciptakan keseimbangan antara pengakuan atas perbedaan
identitas dan upaya membangun solidaritas serta kohesi sosial yang lebih luas, mencegah
eksploitasi politik identitas untuk kepentingan sempit, dan mengatasi polarisasi yang
diperkuat oleh media sosial dan algoritme. Namun, di sisi lain, politik identitas juga
menawarkan peluang untuk mempromosikan inklusivitas, mendorong pengakuan dan
penghargaan terhadap keberagaman, serta memfasilitasi ekspresi dan advokasi
kelompok-kelompok identitas melalui platform digital.

Untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam penanganan politik
identitas, diperlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif. Pertama,
mempromosikan dialog antarkelompok dan membangun pemahaman serta penghargaan
terhadap keberagaman melalui program-program pendidikan multikultural dan
inisiatif-inisiatif komunitas lintas identitas. Kedua, memperkuat institusi demokrasi dan
mekanisme perwakilan yang inklusif melalui reformasi sistem pemilihan, kuota
representasi bagi kelompok minoritas, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi.
Ketiga, meningkatkan literasi media dan kesadaran terhadap dampak negatif polarisasi
identitas yang diperkuat oleh media sosial dan algoritme. Terakhir, mengadopsi
pendekatan yang kontekstual dan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan
institusional di masing-masing negara, serta mempromosikan kolaborasi dan kerja sama
regional serta global dalam menangani isu-isu terkait politik identitas dan demokrasi.
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